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RUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

' PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 2  TAHUN 2016

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat ﬁ)

dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 -

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 7014 tentang Desa dan Pasal 18 -

_ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

‘ i_::-f:gTerﬁnggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahur: 2015 tentang

' Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu disusun daftar
kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan

. kewenangan Lokal Berskala Desa;

Menimbang : a.
.b. .

¥
Mengingat @ 1.
2-

‘bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
“huruf a tersebut diatas, serta sebagal upeaya untuk

. mewujudkan pengembangan otonomi desa - dan
. peningkatan pelayanan seria pemberdayaan masyarakat,

perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten

" Lampung Utara.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan ‘

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara

% Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-

Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara

_ Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor S57) tentang

-

Pembentukan Daerah Tingkat 1I termasuk Kotapraja Dalam;

Lingkungan Daerah Tingkat 1 Sumatera. ‘Selatan scbagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lerdibaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor -

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -

L]

5495Y);



Menetapkan

3.

f.?\.

_U;ldang-Undarlg Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor S5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor S8, Tambahan lLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambehan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

*Fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoxr

5717);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

. téntang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara |

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

:Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
‘tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); '

Peraturan Mentsri Desa, Pambangunan Dasrahh Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
‘Lokal Berskala Desa;

10. :Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hulkum Dagrah; ‘

1 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21

Tahun 2011 tentang Pembentukan Organicasi dan Tata
‘Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara
- {Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012
Nomor 5), sebageimana telah diubeh deéngan Peraturan

.p;_-.Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor § Tahun 2015.

MEMUTUSKAN: o

s

:. PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN

. DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL - DAN

. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN

LAMPUNG UTARA.
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Dalam Peraturan Bupé_;ﬁ ini yang dimaksud dengan:

Pemerintah Pus%:selanjutnya
Indonesia yang ‘~memegang
Indonesia sebagaimana dimaksu
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1

disebut Pemerin

Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Dacrah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta
unsur penyclenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Lampung Utara.

Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daecrah Kecamatan.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupten

Lampung Utara.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilild batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur
kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu peran

penyelenggara Pemerintahan Dcsa.

dan mengurus

L

Desa sesuai'dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Kewenangan Lokal Berskela Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijelankan oleh Desa
atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena

perkembangan

dibeli atau
sah

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha

dipefoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang

Besa dan prakasa masyarakat Desa.
Aset Desa adalah barang milik Desa vang berasal dari kekayaan asli Desa,

b b

tah adalah Presiden Republik
kekuasaen Pemerintahan Negara Republik
d dalam Undang-Undang Dasar Negara

. :
Perangkat Daecrah Ssebagai

urusan Pemerintahahn,
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak "
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem '

gkat desa sebagai unsur

' Kewenangan. Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk

sebesar-bespunya kesejahteraan masyarakat Desa.

Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan
barang tidak bergerak.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah

antara Badan-: Permusyawaratan Desa,

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permu

menyepakati hal yang bersifat strategis.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-un

Kepala Desa® setelah dibahas dan

Permusyawaratan Desa,

Pemerintah Desa dan unsur.
syawaratan Desa untuk-~

disepakati - be

dangan ya.qg“ tetaﬁkan oleh

Badan

Pemberdayaan Masyarsiat Desa adalah upsya mengembungkan kemandirian
dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan siunber
daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan
yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat

Desa.
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Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Desa di bldang Pemerintahan Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf a antara lain meliputi:

a. penetapan dan penegasan batas Desa;

b. pengembangan fistemn administrasi dan informasi Desa;

c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;

d. pendataan dan ppngklas:ﬁkasmn tenaga kerja Desa;

e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non
pertanian,;

pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja,

pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
pendataan pendudu.k berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut
lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pckerjaan;
pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
penetapan organisasi Pemerintah Desa; .
pembentukan Badan Permusyaratan Desa; '
penetapan Perarigkat Desa;) .
penetapan BUMDesa; : .

. penetapan APBDesa; ‘ Co o
penetapan Peraturan Desa; ' .
penetapan kerja sama antar Desa;
pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa,
pendataan potensi Desa,;
pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa; '
penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konﬂl.k
rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa
lainnya dalam skala Desa;
pengelolaan arsxp' Desa; dan

u. penetapan pog keamanan dan pos kesiapsiagaan lamnya sesuai dengan
kebutuhan dan. kondls1 sosial masyarakat Desa.

BHageRErFTIS ® ﬁ

r

' Pasal 8
Kewenanga:: lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
a. pelayanan dasar Desa;
b. sarana dan prasarana Desa;
¢. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
d. pemanafaatan sumberdaya alan dan lingkungan Desa.

Pasal 9 o

Kewenangan lokal ~berskala Desa di bidang pelayana.n dasa.r scba.ga.ima.na'-"
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a antara lain meliputi: .

& pengembangan pos kesehatan Desa dan Poliklinik Desa; .
b. pengembangan tenaga keschatan Desa; - g
c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:

layanan gm untuk balita;

pemeriksadn ibu hamil;

pemberian makanan tambahan;
penyuluhan kesehatan,
gerakan hidup bersih dan sehat;
penimbangan bayi; dan
gerakan sefiat untuk lanjut usia.

d. pcmbmaa.n dan pengawasan upava kesehatan tradisional;
]

-
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e. bemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di
Desa; ) o

f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; .

g. pengadaan dan ' pengelolaan senggar belajar, sanggar Sscnl budaya dan
perpustakaan Desa; dan L

h. {asilitasi dan motivasi terhadap kelompolk-kelompok belajar di Desa.

¥
M

1 Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa
‘ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain meliputi:
pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
pembangunarn dan pemeliharaan embung Desa;
pembangunan energi bani dan terbarukan;
pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
pengelolaan ‘pemakaman Desa dan petilasan;
pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; _ :
pembangunan dan pemeliharean irigasi tersier; - o
pembangunan dan pemeliharaan lapangan Dess; "
pembangunan‘dan pemeliharaan taman Desa; |
. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya
perikanan; dan.
. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

.
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n Pagal 11 ‘

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pengembangan ekonomi lokal Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c antara lain meliputi:

a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;

b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;

¢. pengembangan usaha mikro berbasis Desa; .

- D PR SEm e
)

d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa; -
e. pembangunan:dan pengclolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; =
f. pcmbangunqgt‘ dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan -
pangan Degsa; '
g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan
perikanan secara terpadu;
penetapan jenis pupuk dan pakan organilc untuk pertaniat dan perikanan;
pengembangan benih lokal;
pengembangan ternak secara kolektif;
pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; . =
. pendirian dan pengelolaan BUMDesa, B o
pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; e
pengelolaan padang gembala; .
pengembangan wisata Desa di luer rencana induk \ iwi
e eoaten /gKota; pengembangan pariwisata
pengelolaan balai benih ikan;
pengembangan teknologi tepat guna pengolahan  hasil pertanian dan
perikanan; dan
pengembangan sistem usaha produksi pertanian bertum pada
sumberdaya, kelembagaan dan bsdaya lokaf yane P

I
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Pasal 12

"t

Kewenangan lokal bcrskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana
- dimaksud dalam Pasél 6 huruf ¢ meliputi:

a. membina keamangn, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat
Desa;

b. membina kerukunan warga mas; _,rarakat Desa;

c. memelihara pcrdamman menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
dan

d. melestarikan dan- mcngcmbangkan gotong royong masyarakat Desa.

Pasal 13
; | '

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemberdayaan masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d antara lain meliputi:

a. pengembangan seni budaya lokal; dan

b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kcmasyarakatan

dan lembaga adat;*

c. fasilitasi kelonipol? kelompok masyarakat melalui: \ L

1. kelompok tani; ' =1
2. kelompok nelayan;

3. kelompok seni budaya; dan

4. kelompok masyarakat Jain di Desa.”

d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;

e. fasilitasi terhadap kelompok kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin,

perempuan, masyarakat adat dan difabel;

f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
memberikan bantuan hulcum kepada warga masyarakat Desa;

. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;

. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pcmbangunan dan
pemberdayaan masyarakat;

. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;

. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
peningkatan kapasitas masyarakat melalui:

1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;

2. kelompok usaha ekonomi produktif;

3. kelompok perempuan;

4, kelompok tani;

5. kelompok masyarakat miskin; :

6. kelompok nelayan; '

7.

8.

9.

1
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kelompok pengrajin;

kelompok petperhatl dan periindungan anak;

kelompok pemuda; dan : _ . : L
0. kelompok lam sesuai kondm Desa. = R , c

-

~ PENETAPAN KEWENANGAN DESA

I o Pasal 14
I (1) Pemerintah Desa mengadakan musyawarah desa untuk memilih dari daftar

kewenangan - desa masing-masing sesuai Peraturan Bupati ini dengan
i“ mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

. r...



{2) Memilih dan dafté?_ kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilengkapi dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh yang
hadir dan diketaht_.ff'o'leh Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyaratan Desa.

{3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2} tercantum pada
lampiran dan rnempakan bagiun yang tidak terpisahkan dan Peraturan -
Bupati ini.

(4) Hasil memilih dari. da.ftar kewenangan desa oleh masmg-maslng Desa disusun
dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

{5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
penetapan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa setelah mendapat
kesepakatan bersama antara Kepaia Desa dengan pimpinan Badan
Permusyawaratgn Desa.

(6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5} di disampaikan kepada
Sekretaris Desa untuk diundangkan.

f BAB IV
KETENTUAN PENUTUP : e

Passl 15

Peraturan Bupau ini rnu.lan berlaku pada tanggal dlundangkan

_Agar setiap orang’ rhengetahumya. memenntahkan pengundangan Peraturgn

.Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung
" Utara.

i

L Ditetapkan di Kotabuumni
pada tanggal 4 Januan 2016
L BUPATI LAMPUNG UTARA,
,

AGUNG/ILMU MANGKUREGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal <4 “anuan 2016




LAMPIRAN . PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR S = TAHUN 2016
TANGGAL : A ﬁanucui 2016

~TENTANG : DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
Ay BERSKALA DESA DI KABUPATEN LAMPUNG

=

UTARA

_“BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
. TENTANG USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
EERSKALA DESA

HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL

Pada hari ini tanggal «..cecccemeereeeen DULALL +uoveserrsassnansonnss LEARIUN cneeseenensaerenisissy
bertempat di Balai DeSa .coceereroaore telah dilaks rapat pengkajian dan
memilih terhadap ‘Kewenangan Desa verdasarkan hak asal usul Desa dan
kewenangan lokal berskala Desa di Kebupaten lampung Utara yang dapat
laksanakan di Desa ..i.ccomeeeresne berdasarkan Peraturan Bupati’ Lampung Utara
NOIDOT .eceve Tehun=..... tentang Dattar Kewenangan Dese Berdasarkan Hak ‘Asal
Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Lampung Utara,

dengan kegjatan sebagai berikut:

A. Materi Rapat :
Melakukan pemilihan Kewenangan Desa perdasarkan bak asal usul Desa
dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Lampung Utara

berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Utara NOmMOL..e tanggal......
tentang........... dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan
lokal. <

B. Keputusan Rapat ,
Rincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan
lokal berskalh Desa ...comsrusssriseenss _adalah sebagai berikut:

'
)
\
|

KEWENANGAN DEBA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA DAN
KEWENANG LOKAL BERSKALA DESA Dl DEBA.......-"....KEOAMATAN

A. chcnangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi:

o. sistem organisasi perangkat Desa;

b. pembinaan kelembagaan masyarakat;

c. pengelolaan tanah kas Desa;

d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan
scbutan setempat; L S

e. pengelolaan tanah bengkok; PN ‘

f. pengelolaan tanah titisara; dan ST

g. pengembangan peran masyarakat Desa. '

B. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi:-

a. bidang pemerintahan Desa,

b. pembangunan Desa;

c. kemasyarakatan Desa; dan

d. pemberdayaan masyarakat Desa.
eterangan : *)

Rincian kewenangall Terpilih
- LI B = PR RVEY 4
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C. Penutup |

Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desa
.................... dan Badan Permusyawaratan DESA  ..eoereeenneee  terhadap
kesiapan Desa ......oo.ceiinane dalam rangka melaksanakan kewenangan
berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa di
Kabupaten Lampung Utara yang pengaturannya diserahkan kepada Desa
............... Kecamatan....... i.......... dihadiri olch Kepala Desa, Perangkat
Desa dan® Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa

e irveaeseenss, Sehanyak Lecneeen orang, scbagaimana Jdaftar hadir
terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan scbagai dasar di dalam
penetapan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ......cc..... sebagai
persetujuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Pemerintah Desa
untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa ...ceeveeeeenane vesrareon veaeens

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

—

....................... + eeeerseseseonmanrerssn 2hecess
KETUA BPD .4 dirneccennneonnen . KEPALA DESA .oovcrracsereerssmnansnnns , e
i.
NAMA JULAS ' NAMA JELAS
PESERTA YANG HADIR : :
O SO
o -
‘ BUPATI LAMPUNG UTARA,
- : AGUN MARGKUNEGARA
o %





